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<b>ABSTRACT</b><br>

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAY AH DKI JAKARTA. Jakarta

adalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah
penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasl|
penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DK
Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter
pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa
pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakartaialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya
2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan
industri. Pemerintah DK Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan
dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait
pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan
pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No0.23/1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagal peraturan pelaksanaan, Menteri Negara K ependudukan dan
Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DK Jakartatelah
mengel uarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara
perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran
pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian.
Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan | apisan Ozon.
Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering
mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-
undangan yang mampu menampung permasal ahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian
pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab
kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara
(lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan perseps di antara
pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan)
serta masih lemahnya kel embagaan yang berkaitan dengan pengel olaan kualitas udara. Dengan melihat
kendal a-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semuainstitusi di bawah Pemerintah
DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran
udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengel olaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber
daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH
dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan
pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upayaitu
diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DK Jakarta dapat dilaksanakan secara
efektif di lapangan.
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